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ABSTRAK

Siti. Selamita. NIM. 16020102004. Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank
Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dibimbing oleh: Dr. Ashadi L. Diab, M.Hum

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui upaya atau langkah-

langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mencabut izin usaha PT.

Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka serta untuk mengetahui bentuk

perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga

Penjamin Simpanan terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika

Utama Kolaka

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data dalam

penelitian dalam ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data skunder,

metode pengumpulan data sendiri terdiri dari Observasi, Wawancara, Dan

Dokumentasi

Dari hasil analisis data yang ditemukan dilapangan bahwa OJK dan LPS

sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pengawasan dan

perlindungan simpanan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika

Utama Kolaka, upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan UU No. 21

Tahun 2011. Perlidungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank

Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sudah terlaksana dengan baik semua

nasabah sudah tergantikan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bagi

nasabah yang masih mempunyai kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika

Utama Kolaka wajib melanjutkan angsurannya kepada Lembaga Penjamin

Simpanan. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan simpanan nasabah PT.



Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka termaksud dalam prinsip

ta’awun (tolong-menolong) dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tolong-

menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, Q.S Al-Kahf ayat 95

dijelaskan maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dengan alatnya.



ABSTRACT

Name : Siti. Selamita

NIM : 16020102004

Thesis Title : Customer Deposit Protection PT. Mustika Utama Kolaka's

Rural Credit Bank Judging From Law No. 21 of 2011 (Study of

the Financial Services Authority)

This study aims to determine the efforts or steps taken by the Financial

Services Authority after revoking the business license of PT. Bank Perkreditan

Rakyat Mustika Utama Kolaka and to find out the form of legal protection carried

out by the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency for

customers of PT. Mustika Utama Kolaka Rural Credit Bank

This study uses qualitative research methods, the types of data in this

study are classified into primary data and secondary data, the data collection

method itself consists of Observation, Interview, and Documentation

From the results of data analysis found in the field that OJK and LPS have

carried out their duties to the maximum in supervising and protecting customer

deposits against PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, efforts and

steps taken by the Financial Services Authority have been implemented to the

maximum extent in accordance with Law No. 21 of 2011. Legal protection

obtained by customers of PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

has been implemented well all customers have been funded by the Deposit

Insurance Corporation and for customers who still have credit at PT. Bank

Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka must continue its installments to the



Deposit Insurance Corporation. In sharia economic law the protection of PT.

Mustika Utama Kolaka People's Credit Bank is meant in the principle of ta'awun

(help-helping) in QS Al-Maidah paragraph 2 explained please-help you in doing

good and piety, QS Al-Kahf verse 95 explained then help me with human strength

with its tools .
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